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Abstract  

Regulation of the Minister of Health Number 73 of 2016 is a benchmark in providing 
pharmaceutical services. This research aims to obtain an overview regarding the 
implementation of pharmaceutical service standards in Bandar Lampung City pharmacies. 
This study is survey research using a questionnaire with quantitative descriptive methods. 
The sample was determined using a stratified random sampling, and the minimum number 
was calculated using the Slovin formula. The research results obtained 124 samples from 
124 pharmacies in 20 sub-districts in Bandar Lampung Municipality that met the inclusion 
and exclusion criteria. Data analysis shows that pharmacists own 25% of pharmacy 
ownership. The drug classes that customers mostly purchase are analgesics 32.06%, 
antipyretics 22.14% and antibiotics 16.79%. The implementation of pharmacy service 
standards is in the excellent range, with an average value for each component reaching 
more than 70%, except for the sub-components of home care (56.5%), monitoring of drug 
side effects (46%), medication records (47,6%) and customer satisfaction ratings (58.1%). 
The conclusion is that most of the implementation of pharmaceutical service standards in 
pharmacies in Bandar Lampung City is good. However, the implementation of services is 
dominated by non-pharmacist. 
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Abstrak 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73 Tahun 2016 merupakan tolak ukur 
dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan gambaran terkait penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek yang 
ada di Kota Bandar Lampung. Studi merupakan penelitian survei menggunakan kuesioner 
dengan metode deskriptif kuantitatif. Sampel ditentukan dengan teknik stratified random 
sampling. Jumlah minimum sampel dihitung berdasarkan rumus slovin dengan 
kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir sebesar 
0,1. Hasil penelitian memperoleh sebanyak 124 sampel dari 124 apotek di 20 Kecamatan 
di Kota Bandar Lampung yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis 
memperlihatkan 25% apotek dimiliki oleh apoteker. Golongan obat yang banyak dibeli oleh 
pelanggan adalah analgesik 32,06%, antipiretik 22,14% dan antibiotik 16,79%. 
Pelaksanaan penerapan standar pelayanan kefarmasian apotek setiap komponen 
mencapai lebih dari 70%, kecuali untuk sub-komponen home care (56,5%), monitoring 
efek samping obat (46%), medication record (47,6%) dan penilaian kepuasan pelanggan 
(58,1%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar penerapan standar 
pelayanan kefarmasiaan di Apotek di Kota Bandar Lampung baik tetapi pelaksanaan 
pelayanan didominasi oleh tenaga non-apoteker.  

Kata Kunci:  Apotek, Bandar Lampung, Standar Pelayanan Kefarmasian 
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PENDAHULUAN  

Standar pelayanan kefarmasian 
merupakan tolak ukur dalam pelayanan 
kefarmasian [1]. Pengaturan standar 
pelayanan kefarmasian bertujuan untuk 
meningkatkan mutu, menjamin kepastian 
hukum bagi tenaga farmasi dan 
melindungi pasien serta masyarakat dari 
penggunaan obat yang tidak rasional 
dalam rangka keselamatan pasien (patient 
safety). Standar pelayanan kefarmasian di 
apotek termuat dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan (Permenkes) Republik 
Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 [2]. 

Berdasarkan peraturan perundang-
undangan, pelayanan kefarmasian 
mengalami perubahan yang semula hanya 
berfokus kepada pengelolaan obat, saat 
ini berkembang menjadi pelayanan 
komprehensif. Pelayanan ini meliputi 
pengelolaan sediaan farmasi, alat 
kesehatan dan bahan medis habis pakai 
dan pelayanan farmasi klinik yang 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
hidup pasien [2].  

Standar pelayanan farmasi di apotek 
menuntut peran yang dominan dari 
apoteker dalam hal waktu dan 
kemampuan [3]. Sebuah penelitian 
melaporkan bahwa selain kurangnya 
waktu dalam pelayanan di apotek, 
apoteker pengelola apotek (APA) memiliki 
pengetahuan yang kurang terkait 
farmakoterapi, informasi obat serta 
manajemen farmasi [4]. Hal ini berdampak 
kepada penerapan standar pelayanan 
kefarmasian yang tidak sesuai dengan 
undang-undang.  

Beberapa penelitian mengenai 
implementasi standar pelayanan 
kefarmasian di apotek memperlihatkan 
bahwa kehadiran apoteker dan standar 
pelayanan kefarmasian yang dilakukan di 
apotek memiliki hubungan yang signifikan 
[5]. Penelitian sebelumnya di Jambi, 
Magelang dan Palu melaporkan bahwa 
kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, 
alkes dan BMHP didominasi oleh non-
apoteker. Apoteker telah melakukan 
kegiatan pelayanan farmasi klinik yang 

berupa pengkajian resep, dispensing dan 
konseling, namun kegiatan pemantauan 
terapi obat, monitoring efek samping obat 
dan homecare tidak dilakukan [6–8].  

Bandar Lampung adalah pusat kota dari 
Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang 
ada, terjadi penambahan jumlah apotek di 
Kota Bandar Lampung setiap tahunnya 
[9–11]. Sejak dikeluarkannya standar 
pelayanan kefarmasian di apotek, 
penelitian yang membahas terkait 
penerapan standar pelayanan 
kefarmasian di apotek di Kota Bandar 
Lampung belum dilakukan. Oleh karena 
itu, peneliti tertarik melakukan penelitian 
tentang penerapan standar pelayanan 
kefarmasian apotek yang ada di Kota 
Bandar Lampung. Adanya penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi gambaran 
mengenai pelayanan kefarmasian di 
apotek.  

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian merupakan penelitian survei 
yang dilakukan dengan metode deskriptif 
kuantitatif pada Bulan Januari 2023. 
Penelitian telah memperoleh izin etik dari 
Komisi Etik Penelitian Kesehatan 
Universitas Malahayati dengan No 
3005/EC/KEP-UNMAL/XII/2022. 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian adalah Apoteker / 
Tenaga Teknis Kefarmasian / Tenaga 
Non Teknis / Pemilik Sarana Apotek yang 
bekerja di apotek di wilayah Kota Bandar 
Lampung. Berdasarkan penelitian 
sebelumnya ada 268 apotek yang aktif di 
20 Kecamatan di Kota Bandar Lampung 
pada Tahun 2022. Sampel ditentukan 
dengan teknik stratified random sampling 
dengan kriteria penetuan sampel yang 
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.  

Kriteria inklusi penelitian adalah Apoteker 
/ Tenaga Teknis Kefarmasian / Tenaga 
Non Teknis/ Pemilik Sarana Apotek yang 
mewakili satu apotek diwilayah kota 
Bandar Lampung, apotek pada saat 
penelitian dilakukan masih beroperasional 
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dan sampel bersedia mengikuti 
penelitian. Sampel yang tidak mengisi 
kuesioner secara lengkap akan dieksklusi 
sebagai sampel. 

Jumlah minimum sampel dihitung 
menggunakan rumus slovin dengan 

kelonggaran ketidaktelitian karena 
kesalahan pengambilan sampel yang 
ditolerir sebesar 0,1. 

Instrumen Penelitian 

Data dikumpulkan menggunakan lembar 
kuesioner yang terdiri dari 2 bagian. 
Bagian pertama tentang identitas sampel, 
yaitu berisikan pertanyan terbuka meliputi 
nama apotek, lokasi apotek, status 
kepemilikan apotek, dan jenis obat yang 
banyak dijual di apotek. Bagian kedua 
terdiri dari 23 pertanyaan tertutup tentang 
standar pelayanan kefarmasian di apotek 
berdasarkan Permenkes No. 73 Tahun 
2016. Komponen pertanyan bagian kedua 
ditampilkan pada Tabel 2. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dalam 
bentuk persentasenya. Hasil yang 
diperoleh ditampilkan dalam bentuk table  
dan grafik.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ada 161 sampel yang memenuhi syarat 
inklusi. Namun, ada 37 kuesioner yang 
dieksklusi sebagai sampel penelitian 
disebabkan kuesioner yang tidak diisi 
lengkap. Berdasarkan perhitungan rumus 
Slovin, jumlah minimal sampel yang 
dibutuhkan adalah 73. Pada penelitian ini 
diperoleh sampel penelitian sebanyak 124 
sampel. 

Ada 37 sampel atau sebanyak 27,2%  
yang dieksklusi disebabkan kuesioner 
yang tidak diisi lengkap. Persentase data 
yang diesklusi sangat besar pada 
penelitian ini menyebakan peluang 
terjadinya social desirability bias (bias 
keinginan sosial). Social desirability bias 
adalah kecenderungan sampel untuk 
menampilkan dirinya atau konteks 
sosialnya dengan cara yang dapat 

diterima secara sosial, tetapi tidak 
sepenuhnya sesuai dengan kenyataan 
[12]. Jumlah sampel pada penelitian ini 
ditambah dari jumlah sampel minimal 
untuk menurunkan peluang terjadinya 
bias. 

Bias didefinisikan sebagai kesalahan 
sistematis dalam desain, pelaksanaan, 
atau analisis suatu penelitian. Pada 
penelitian kesehatan, bias dapat muncul 
dari dua sumber berbeda yaitu 
pendekatan yang digunakan untuk 
memilih sampel penelitian atau 
pendekatan yang digunakan untuk 
mengumpulkan atau mengukur data dari 
suatu penelitian [13]. 

124 sampel mewakili 124 apotek yang 
masih berioperasional di 20 kecamatan di 
wilayah kerja Kota Bandar Lampung. 
Sampel terbanyak berasal dari Kecamatan 
Rajabasa, yaitu sebanyak 14 sampel dan 
sampel terkecil berasal dari Kecamatan 
Enggal dan Bumi waras, yaitu masing-
masing 1 sampel. Penyebaran 
pengambilan sampel berdasarkan 
Kecamatan ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Penyebaran Jumlah Sampel 

Berdasarkan Lokasi Apotek 

Kecamatan 
Jumlah 
Apotek 

Kebutuhan 
Sampel 

Pengambilan 
Sampel 

Bumi Waras 4 
 

   
     1 1 

Enggal 6 
 

   
     1 1 

Kedamaian 9 
 

  
      2 3 

Kedaton 19 
  

   
      8 13 

Kemiling 22 
  

   
      6 11 

Labuhan ratu 11 
  

   
      4 7 

Langkapura 4 
 

   
      2 3 

Panjang 9 
 

   
      6 11 

Rajabasa 21 
  

   
      8 14 

Sukabumi 11 
  

   
      4 7 

Sukarame 28 
  

   
      7 12 

Tanjung 
Karang Barat 

23 
  

   
      2 4 

Tanjung 
Karang Pusat 

18 
  

   
      1 2 

Tanjung 
Karang Timur 

13 
  

   
      5 6 

Tanjung 
Seneng 

20 
  

   
     5 9 

Teluk Betung 
Barat 

5 
 

   
      1 2 

Teluk Betung 
Selatan 

6 
 

   
      1 2 

Teluk Betung 
Timur 

4 
 

   
      1 2 

Teluk Betung 
Utara 

7 
 

   
      1 2 

Way halim 28 
  

   
      7 12 

TOTAL 268 73  124 
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Gambar 1. Persentase Kepemilikan Apotek  

Berdasakan kepemilikan, 25% apoteker 
penanggung jawab merupakan pemilik 
sarana apotek dan 75% apoteker yang 
ada hanya sebagai apoteker penanggung 
jawab apotek (Gambar 1). Persentase ini 
lebih besar jika dibandingkan dengan hasil 
penelitian di Halmahera Utara dan Bali 
yang memperlihatkan masing-masing 
persentase kepemilikan apotek oleh 
apoteker sebanyak 10% dan 20,6% 
(5,14). Akan tetapi, hasil penelitian ini 
rendah jika dibandingkan dengan 
penelitian di Medan yang  melaporkan 
persentase kepemilikan apotek oleh 
apoteker mencapai 32,35% (4) dan di 
Banyumas yang melaporkan kepemilikan 
apotek oleh apoteker sebesar 65,4%[15].  

Permenkes No 9 tahun 2017 menyatakan 
pendirian apotek dapat didirikan dengan 
modal sendiri atau dari pemilik modal. 
Beberapa penelitian memperlihatkan 
kepemilikan apotek oleh apoteker 
berpengaruh kepada kehadiran apoteker 
di apotek dan hal ini akan berdampak 
pada penerapan pelayanan 
kefarmasian[16]. Apotek yang dimiliki 
sendiri oleh apoteker diketahui memiliki 
kualitas pelayanan kefarmasian yang lebih 
baik dibandingkan yang dimiliki oleh 
pemilik modal [8,14,17]. 

Studi ini juga memperlihatkan Golongan 
obat yang banyak dibeli oleh pelanggan 
adalah analgesik 32,06%, antipiretik 
22,14% dan antibiotik 16,79% (Gambar 2). 
Golongan analgetik dan antipiretik 
merupakan golongan yang umum dicari 
pelanggan untuk keperluan swamedikasi 
(18,19). Golongan obat ini termasuk obat 
bebas dan bebas terbatas sehingga 

memungkinkan pasien membeli tanpa 
resep dokter [18]. 

 
Gambar 2. Golongan Obat yang Umum Dicari 

Pasien di Apotek 

Golongan antibiotik termasuk golongan 
obat keras, oleh karena itu harus dibeli 
dengan resep dokter. Beberapa penelitian 
memperlihatkan antibiotik merupakan 
salah satu jenis obat yang digunakan 
untuk keperluan swamedikasi [20,21]. Hal 
ini sejalan dengan laporan Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang 
menyatakan salah satu golongan obat 
yang disimpan oleh masyarakat untuk 
keperluan swamedikasi adalah antibiotik 
[22,23]. 

Swamedikasi merupakan upaya pasien 
untuk melakukan pengobatan mandiri 
menggunakan obat dari golongan obat 
bebas dan bebas terbatas yang ditujukan 
untuk keluhan penyakit ringan seperti 
demam, nyeri, batuk, maag dan lain-lain. 
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 
menyatakan, persentase swamedikasi di 
penduduk Indonesia tergolong tinggi. 
Swamedikasi mengalami peningkatan 
setiap tahun yaitu 61,05% pada tahun 
2014, 53,77% pada tahun 2016 dan 
69,43% pada tahun 2017. Tingkat 
pengetahuan merupakan faktor yang 
berhubungan dengan prilaku swamedikasi 
oleh masyarakat [20,21,24]. Apoteker 
terutama di apotek memiliki peran dalam 
peningkatan pengetahuan masyarakat 
melalui penerapan standar pelayanan 
kefarmasiaan sesuai dengan permenkes. 
Penerapan standar pelayanan 
kefarmasiaan yang baik di apotek tidak 
hanya dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan apotek, tetapi juga berdampak 

Apoteker ; 
[VALUE] 

Non-
Apoteker; 
[VALUE] 

32.06 

22.14 

16.79 

6.11 

6.11 

5.34 
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kepada perlindungan pasien dan 
masyarakat dari penggunaan obat yang 
tidak rasional. 

Hasil  terkait variabel pelayanan 
kefarmasian berdasarkan Perkemenkes 
RI Nomor 73 Tahun 2016 diperoleh dari 
lima komponen pelayan yang ada, yaitu 
screening resep, dispensing obat, 
penyerahan obat, pengelolaan sediaan 
farmasi, administrasi dan evaluasi 
pelayanan kefarmasian. Hasil yang 
diperoleh rata-rata variable pelayanan 
lebih dari 70% telah dilaksanakan.  kecuali 
untuk pelayanan kefarmasiaan sub-
komponen home care, monitoring efek 
samping obat, pencatatan medication 
record dan penilaian kepuasan pelanggan 
yang masih dibawah 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang ada memperlihatkan 
persentase pelayanan kefarmasian 
rendah pada sub-komponen home care 
(56,5%) dan monitoring efek samping obat 
(46%) yang merupakan bagian dari 
komponen penyerahan obat,  sub-
komponen pencatatan medication record 
(47,6%) yang merupakan bagian dari 
komponen adminsitrasi dan sub-
komponen penilaian kepuasan pelanggan 
(58,1%) yang merupakan bagian dari 
komponen evaluasi. Pelaksanaan standar 
pelayanan kefarmasiaan juga masih 
banyak dilakukan oleh tenaga non 
apoteker. Persentase masing-masing 
komponen pelayanan kefarmasiaan dapat 
dilihat pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Persentase Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Kota Bandar Lampung 

Variabel Pelayanan Kefarmasiaan 

Pelaksanaan Kegiatan 

Apoteker Non-Apoteker 
Apoteker dan 
Non Apoteker 

Tidak 
Dilakukan 

n % n % n % n % 

I.   Komponen Screening Resep         

Kelengkapan resep 49 39,5% 41 33,1% 17 13,7% 17 13,7% 

Keabsahan resep 52 41,9% 41 33,1% 13 10,5% 18 14,5% 

Pertimbangan Klinik 51 41,1% 41 33,1% 13 10,5% 19 15,3% 

Pemeriksaan Fisik Obat 28 22,6% 71 57,3% 19 15,35 6 4,8% 

Konsultasi kedokter saat ada 
penulisan yang meragukan 

64 51,6% 26 21,0% 10 8,1% 24 19,4% 

II.  Komponenen Dispensing         

Penyiapan obat non racikan 25 20,2% 67 54,0% 18 14,5% 14 11,3% 

Penyiapan Obat Racikan 27 21,8% 40 32,3% 16 32,3% 41 33,1% 

III. Komponen Penyerahan Obat         

Pemberian Informasi Obat 42 34,7% 54 43,5% 17 13,7% 10 8,1% 

Pemberian Konseling 46 37,1% 45 36,3% 21 16,9% 12 9,7% 

Homecare 35 28,2% 12 9,7% 7 5,6% 70 56,5% 

Monitoring efek samping obat 41 33,1% 17 13,7% 9 7,3% 57 46% 

IV. Komponen Pengelolaan Sediaan Farmasi 

Perencanaan Obat 46 37,1% 59 47,6% 12 9,7% 7 5,6% 

Pengadaan Obat 63 50,8% 42 33,9% 13 10,5% 6 4,8% 

Penyimpanan Obat 38 30,6% 66 53,2% 16 12,9% 4 3,2% 

Penerimaan Obat 35 28,2% 68 54,8% 19 15,3% 2 1,6% 

Pemusnahan Obat 52 41,9% 36 29% 17 13,7% 19 15,3% 

Pengendalian Obat 27 21,8% 78 62,9% 18 14,5% 1 0,8% 

Stock Opname 29 23,4% 61 49,2% 26 21% 8 6,5% 

V.  Komponen Administrasi         

Medication record 29 23,4% 22 17,7% 14 11,3% 59 47,6% 

Laporan Obat 
Narkotika/Psikotropika 

44 
35,5% 46 37,1% 16 12,9% 18 14,5% 

Pengarsipan resep 37 29,8% 57 46,0% 13 10,5% 17 13,7% 

VI. Komponen Evaluasi         

Adanya SPO di Apotek 48 38,7 37 29,8% 12 9,7% 27 21,8% 

Penilaian Kepuasan Pelanggan 19 15,3% 22 17,7% 11 8,9% 72 58,1% 
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Hasil yang serupa diperlihatkan di 
beberapa penelitian. Standar pelayanan 
kefarmasian di apotek di wilayah Jambi, 
Surabaya, Surakarta, Halmahera dan 
Sulawesi Utara rata-rata berada dalam 
rentang nilai 70%, didominasi oleh tenaga 
non-apoteker dan masih terfokus kepada 
produk tidak pada pelayanan 
pharmaceutical care [5,7,25–27]. Namun, 
penelitian di Magelang memperlihatkan 
hasil yang berbeda dimana persentase 
pelayanan kefarmasian telah mencapai 
80% dan telah didominasi oleh apoteker 
[8]. Sebuah penelitian yang mengambil 21 
sampel apotek yang tersebar di provinsi 
Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera 
Selatan, Nusa Tenggara Barat, Aceh, 
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, 
Maluku Utara dan Papua melaporkan 
pelayanan kefarmasian di apotek belum 
dilaksanakan secara lengkap. Hasil 
penelitian memperlihatkan dominasi 
pelayanan masih berfokus kepada 
pengelolaan sediaan farmasi, yaitu 
mencapai 98,4% tetapi pelaksanaan 
standar pelayanan farmasi klinik hanya 
berada pada rata-rata 73,8% [28].  

Tingkat kehadiran apoteker, motivasi 
apoteker, keterbatasan jumlah SDM di 
apotek, kurangnya skill terkait pelayanan 
pharmaceutical care serta dukungan PSA 
menjadi variable yang berhubungan 
dengan tingkat penerapan standar 
pelayanan kefarmasian langsung oleh 
apoteker di apotek [5,8,16,25]. 

Screening resep 

Pada komponen screening resep terdiri 
dari sub-komponen kelengkapan resep, 
keabsahan resep, pertimbangan klinik, 
pemeriksaan fisik obat, dan konsultasi ke 
dokter. 
Hasil yang diperoleh pada penelitian ini 
memperlihatkan pelayanan screening 
resep telah dilaksanakan dengan rata-rata 
nilai 80%. Peresepan memiliki potensi 
terjadinya error. Potensi error dapat terjadi 

pada aspek administrasi, aspek 
farmasetika dan aspek klinis.  

Di Amerika Serikat dilaporkan ada 7.000-
9000 orang meninggal karena kesalahan 
pengobatan. Data ini dapat lebih besar 
dari yang terjadi dilapangan disebabkan 
tidak semua pasien yang mengalami 
reaksi merugikan terkait pengobatan 
melakukan pelaporan. Kesalahan 
pengobatan ini diperhitungkan 
menyebabkan kerugian pengobatan 
melebihi 40 miliar dolar setiap tahun [29]. 

Medication error banyak terjadi pada 
pelayanan kesehatan sekunder atau 
tersier, namun kesalahan di tingkat 
pelayan primer termasuk apotek juga 
dapat terjadi. Penelitian di Yogyakarta 
memperlihatkan adanya potensi error 
peresepan sebesar 94,03% terjadi di 
apotek dan penelitian di Denpasar 
memperlihatkan potensi error fokus pada 
tahap prescribing sebesar 14,06% [30,31].  

Apoteker memiliki peran untuk mencegah 
terjadinya kesalahan peresepan melalui 
screening resep. Pencegahan terjadinya 
error dalam peresepan bertujuan untuk 
menghindari terjadi kesalahan medis dan 
menurunkan biaya perawatan medis yang 
disebabkan oleh kesalahan peresepan 
[32]. Selain itu, pencegahan terjadinya 
error pada pelayanan di apotek dapat 
meningkatkan kepuasan pasien dan 
kepercayaan terhadap sistem layanan 
[29]. 

Dispensing 

Dispensing terdiri dari komponen 
penyiapan obat non-racikan dan obat 
racikan. Pada penerapan komponen 
dispensing untuk penyiapan obat non-
racikan telah mencapai lebih dari 85% 
berbeda dengan penerapan dispensing 
obat racikan yang hanya mencapai 70%. 
Pada penerapan komponen dispensing, 
mayoritas dilakukan oleh non-apoteker.  

Pada pelayanan obat di apotek didominasi 
oleh pelayanan non-resep. Pada 
peracikan, error dapat terjadi. Sebuah 
penelitian memperlihatkan pada proses 
dispensing terjadinya 1,9% kesalahan 
disebabkan perhitungan jumlah obat, 
3,9% kesalahan dalam pembagian puyer 
dan 4,9% kesalahan dalam pemberian 
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etiket nama pasien. Penelitian lain di 
Denpasar memperlihatkan persentase 
kesalahan yang lebih besar pada tahapan 
dispensing, yaitu adanya kesalahan 
etiket/labelling sebesar 18,18% dan 
kesalaha peracikan sebesar 40,91% [31]. 

Permenkes RI No 9 tahun 2017 
menyatakan bahwa dalam melaksanakan 
tugasnya APA dapat dibantu oleh 
apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian 
dan atau tenaga administrasi. Hal yang 
perlu digaris bawahi adalah setiap apa 
yang terjadi pada pelayan kefarmasian di 
apotek tetap menjadi tanggung jawab 
APA. Oleh karena itu, apoteker tetap 
harus melakukan pengawasan pada 
setiap kegiatan yang ada. 

Penyerahan Obat 

Komponen penyerahan obat terdiri dari 
sub-komponen pemberian informasi obat, 
konseling, homecare dan monitoring efek 
samping. Komponen penyerahan obat 
pada sub-komponen konseling dan 
monitoring efek samping obat banyak 
dilakukan oleh apoteker. Hal ini berbeda 
pada sub-komponen pemberian informasi 
obat yang banyak dilakukan oleh tenaga 
non-apoteker. Pada sub-komponen 
homecare, hampir setengah apotek tidak 
melakukan. 

Pemberian informasi obat berbeda 
dengan konseling. Konseling dilakukan 
secara interaktif antara apoteker dan 
pasien/keluarga, sedangkan pada 
pemberian informasi obat dilakukan 
secara satu arah dimana informasi yang 
diberikan bersifat umum seputar obat 
yang diterima pasien. Pemberian 
informasi obat yang berkisar tentang 
dosis/interval obat, cara penggunaan dan 
indikasi obat memungkinkan dilakukan 
oleh tenaga non-apoteker [18]. 

Monitoring efek samping obat bertujuan 
untuk memantau setiap respon yang 
merugikan atau tidak diharapkan selama 
pasien mengkonsumsi obat pada dosis 
normal. Homecare adalah pelayanan 

kefarmasian yang dilakukan dirumah 
dengan tujuan untuk peningkatan 
pemahaman pengobatan dan memastikan 

pasien menggunakan obat dengan benar 
selama di rumah [2]. 

Beberapa penelitian telah memperlihatkan 
monitoring efek samping obat dan 
homecare oleh apoteker dapat 
meningkatkan identifikasi permasalahan 
terkait obat, peningkatan pengetahuan 
dan kepatuhan minum obat pada pasien 
[33,34]. Sebuah studi pilot project di 
Taiwan memperlihatkan adanya 
penerapan homecare berpengaruh 
kepada  penurunan biaya pengobatan dan 
penurunan kunjungan pasien berobat ke 
fasilitas pelayanan kesehatan [35]. Selain 
itu, sebuah studi pada apotek pendidikan 
di Sulawesi Tengah memperlihatkan 
adanya peningkatan omset apotek pada 
saat pelayanan homecare diterapkan [36]. 

Permasalahan yang kerap terjadi dalam 
penerapan monitoring efek samping obat 
dan homecare adalah kebutuhan waktu 
pelayanan yang lebih lama serta 
pengetahuan lebih mendalam dalam 
penerapannya. Hal ini menjadi sulit 
diterapkan jika apoteker memiliki waktu 
yang sedikit dalam melakukan pelayanan 
di apotek. 

Pengelolaan Sediaan Farmasi 

Pengelolaan sediaan farmasi terdiri dari 
sub-komponen perencanaan, pengadaan, 
penyimpanan, penerimaan, pemusnahan, 
pengendalian dan stock opname obat. 
Pelaksanaan pengelolaan sediaan farmasi 
mencapai diatas 90%.  

Komponen pengelolaan sediaan farmasi 
merupakan komponen yang mendasar 
dan telah dilakukan sebelum 
dikeluarkannya Permenkes RI 73 tahun 
2016. Pada sub-komponen pemusnahan 
obat merupakan hal yang jarang dilakukan 
di apotek. Sub-komponen pemusnahan 
obat di apotek berbeda dengan pelayanan 
di rumah sakit yang memiliki peluang 
besar untuk dilakukan setiap tahunnya. 
Perencanaan obat dengan jumlah sedikit 
dan pemilihan jenis obat yang disediakan 
mengikuti permintaan pasar menjadikan 
pemusnahan obat jarang dilakukan di 
Apotek. 
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Administrasi 

Komponen administrasi terdiri dari 
medication record, laporan obat 
narkotika/psikotropika dan pengarsipan 
resep. Penerapan komponen administrasi 
telah mencapai lebih dari 80% terkecuali 
untuk sub-komponen medication record. 

Medication record berhubungan dengan 
pemberian pelayanan homecare. 
Rendahnya persentase pelaksanaan 
homecare akan mengakibatkan 
rendahnya persentase pelayanan 
medication record. Pada penerapan 
homecare, apoteker perlu melakukan 

pencatatan terkait pengobatan pasien 
dalam bentuk medication record. 
Persentase capaian penerapan laporan 
obat narkotika dan psikotropika serta 
pengarsipan peresepan diketahui 
berhubungan dengan monitoring dan 
evaluasi yang dilakukan oleh dinas 
kesehatan dan Badan Pengawas Obat 
dan makanan (BPOM). Semakin tinggi 
monitoring oleh dinas kesehatan dan 
BPOM terhadap pelaporan narkotika dan 
psikotropika oleh apotek, semakin tinggi 
tingkat penerapan pembuatan laporan. 

Evaluasi 

Komponen evaluasi merupakan 
komponen yang paling rendah diterapkan 
pada pelayanan kefarmasian. Penerapan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) 
mencapai 78% dan untuk penilaian 
kepuasan pelanggan kurang dari 50%. 

SOP adalah penetapan standar ukuran, 
penggunaan sumber daya yang tepat, 
pemilihan proses operasional yang sesuai 
untuk setiap kegiatan yang dilakukan di 
Apotek. SOP menjadi perlu untuk menjaga 
konsistensi pelayanan di apotek sehingga 
mutu pelayanan di apotek dapat dijaga 
(37,38). Penilaian kepuasan merupakan 
cara untuk melihat tanggapan konsumen 
terhadap kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh suatu apotek. Persentase 
yang rendah dalam pelaksanaan evaluasi 
kepuasan pelanggan dapat menjadi 
indikator bahwa apotek tidak merasakan 
adanya kebutuhan untuk melakukan 
evaluasi kepuasaan pelanggan.  

Evaluasi kepuasaan pelanggan 
merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan apotek. 
Hal ini dapat berdampak kepada omset. 
Adanya hubungan antara pelayanan yang 
diberikan dengan kepuasan pasien dan 
loyalitas pasien. Semakin tinggi tingkat 
kepuasan pelanggan, semakin loyal 
pelanggan untuk datang kembali 
memperoleh pelayanan [39–41].  

Penelitian ini memiliki keterbatasan 
disebabkan pemilihan topik yang bersifat 
social desirability bias. Pada saat 
pengambilan data penelitian telah 
dinyatakan ke responden bahwa data 
responden tidak akan dicantumkan dalam 
penelitian untuk menjaga kerahasian. 
Namun, bias dari hasil yang diperoleh 
tetap dapat terjadi dikarenakan pemilihan 
topik yang bersifat social desirability bias. 
Responden berusaha untuk menampilkan 
pelayanan kefarmasiaan sesuai dengan 
Permenkes. Hal ini salah satunya dapat 
dilihat dari banyaknya respondon yang 
diekskluasi disebabkan pengisian 
kuesioner yang tidak lengkap. Oleh 
karena itu, penelitian lanjutan dengan 
pendekatan kualitatif dapat dilakukan 
untuk menjabarkan dan melengkapi 
temuan dari hasil data kuantitatif pada 
penelitian ini [42]. Penelitian kualitatif 
menggunakan metode observasi dan 
wawancara mandalam dapat digunakan 
untuk memperoleh gambaran lebih jelas 
terkait implementasi pelayanan 
kefarmasiaan di apotek di Kota Bandar 
Lampung [7]. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat 
disimpulkan bahwa kepemilihan apotek di 
Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung 
25% dimiliki oleh apoteker. Golongan obat 
yang banyak dibeli oleh pelanggan adalah 
obat golongan analgesik 32,06%, 
antipiretik 22,14% dan antibiotik 16,79%. 
Pelaksanaan penerapan standar 
pelayanan kefarmasian apotek setia 
komponen mencapai lebih dari 70%, 
kecuali untuk sub-komponen home care 
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(56,5%), monitoring efek samping obat 
(46%), medication record (47,6%) dan 

penilaian kepuasan pelanggan (58,1%). 
Penerapan standar pelayanan masih 
didominasi oleh tenaga non apoteker. 

SARAN 

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan 
untuk melihat apakah penerapan standar 
pelayanan kefarmasian dapat 
meningkatkan mutu, menjamin kepastian 
hukum bagi tenaga farmasi dan 
melindungi pasien serta masyarakat dari 
penggunaan obat yang tidak rasional 
seperti yang diamanatkan dalam 
Permenkes RI No 73 Tahun 2016. 
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